
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1279, 2020 KEMEN-LHK. Laboratorium Lingkungan. 

Pencabutan. 
 

 

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 

TENTANG 

LABORATORIUM LINGKUNGAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  :  a. bahwa untuk menjamin akuntabilitas jasa pengujian 

parameter kualitas  lingkungan  bagi  penyedia  dan   

pengguna jasa serta meningkatkan mutu dan standar 

pelayanan Laboratorium Lingkungan, perlu pengaturan 

Laboratorium Lingkungan; 

    b.  bahwa Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup 

Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan, 

sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan 

kebutuhan masyarakat terhadap Laboratorium 

Lingkungan, sehingga perlu diganti; 

    c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

tentang Laboratorium Lingkungan; 

 

Mengingat  : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
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    2.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 

   3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5059); 

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang 

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5584); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang 

Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3816); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang 

Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi 

Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4068);  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang 

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran 

Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4161); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang 

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis 

Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5347); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5617); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang 

Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6225); 

16. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

209); 
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17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 

2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa 

Lingkungan Hidup (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 

421); 

18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 

2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1815), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air 

Limbah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 433); 

19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 713); 

20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.68/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016 tentang 

Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323); 

21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang 

Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran 

dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau 

Perusakan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 621); 

22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 tentang 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Sertifikasi 

Kompetensi Pengambil Contoh Uji Air (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 235); 

23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang 

Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal 
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun  2019 Nomor 

455); 

24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang 

Baku Mutu Emisi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri 

Pupuk dan Industri Amonium Nitrat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 434); 

25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.3/4/2020 tentang 

Tata Cara Uji Karakteristik dan Penetapan Status Limbah 

Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 439); 

26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.12/MENLHK/SETJEN/PLB.3/5/2020 tentang 

Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun  2020  Nomor 

569); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN TENTANG LABORATORIUM LINGKUNGAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Laboratorium adalah lembaga yang melakukan satu atau 

lebih kegiatan yang meliputi pengujian, kalibrasi, dan 

pengambilan contoh, terkait dengan pengujian atau 

kalibrasi berikutnya. 

2. Laboratorium Pengujian adalah laboratorium yang 

melakukan serangkaian kegiatan yang memberikan data 

analitik yang objektif tentang suatu produk atau suatu 

proses. 

3. Laboratorium Kalibrasi adalah laboratorium yang 

melakukan serangkaian kegiatan yang membentuk 
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